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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 18 TAHUN 2013 
TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF 
NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) 
huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4)   
huruf f  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi 
Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non 
Keuangan Komisi Pemilihan Umum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189); 

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4914); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang 
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 
2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 
Umum, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 
2012 tentang  Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, 
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 
Tahun 2013; 

                         
Memerhatikan : 1. Surat Persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor : P.JRA/69/2013 Tanggal 5 September 2013; 

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal31 
Januari 2013; 

MEMUTUSKAN   : 

Menetapkan : PERATURAN   KOMISI  PEMILIHAN  UMUM   TENTANG   
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF 
NON  KEPEGAWAIAN DAN NON  KEUANGAN  KOMISI  
PEMILIHAN  UMUM. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite 

Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota 
di wilayah Provinsi Aceh, selanjutnya disingkat KPU, KPU Provinsi/KIP 
Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga 
penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap, dan 
mandiri. 

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya di singkat ANRI, 
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di 
bawah dan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

3. Arsip  Komisi Pemilihan Umum adalah arsip-arsip KPU, KPU 
Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

